| savinan |

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/159/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN PENGOLAHAN GARAM BERYODIUM KEGIATAN
PENGADAAN SARANA PRASARANA PRODUKSI GARAM
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi Garam
Rakyat dan kesejahteraan masyarakat petambak
garam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah di Kabupaten Lamongan, diperlukan strategi
dan perencanaan yang terencana dan terprogram
dengan melibatkan dan meningkatkan koordinasi
antar sektor maupun lintas sektor serta
meningkatkan peran aktif masyarakat;

b. maka guna tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan kegiatan, perlu membentuk Tim Teknis
Pengolahan Garam Beryodium Kegiatan Pengadaan
Sarana Prasarana Produksi Garam Kabupaten
Lamongan Tahun  Anggaran 2020 dengan
menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4433),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan
Pembudidaya lkan dan Petambak Garam (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5870);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah



Menetapkan,
KESATU

KEDUA

10.

11.

12.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199j;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E};

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4};

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Tim Teknis Pengolahan Garam Beryodium Kegiatan
Pengadaan Sarana Prasarana Produksi Garam
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
lampiran Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU,

mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan masukan kepada pengelola
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya,;

b. membantu kelancaran tahapan pembangunan
gudang pengolahan garam beryodium sesuai
dengan bidang tugasnya;



KETIGA

KEEMPAT

c. memfasilitasi proses perizinan pengolahan garam

beryodium;

d. memberikan kemudahan dan kelancaran
perizinan
produk dan pemasaran produk garam beryodium;

pembentukan kelembagaan usaha,

dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung

jawabnya kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.

4, Sdr.

5. Sdr.

6. Sdr.

Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
Inspektur Kabupaten Lamongan,

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan,;

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Lamongan,

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Lamongan

Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

N‘ﬁS” f§680/11:# 198801 1 001



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/159/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 19 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGOLAHAN GARAM BERYODIUM
KEGIATAN PENGADAAN SARANA PRASARANA PRODUKSI GARAM
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.

Kedudukan Dalam

Tim

Keterangan

2

3

Pembina

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

II

Ketua

Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Pertanian,
Kehutanan, Kelautan dan Perikanan pada Bagian Sumber
daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

I

Sekretaris

Toha Muslih, S.Pi, Penyuluh Perikanan Kabupaten
Lamongan

v

Anggota

1.

Kepala Seksi Agro dan Kimia pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

.Kepala Sub Bidang Pertanian pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan

.Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Kesehatan Olahraga pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lamongan

. Harsono, S.Sos., Staf pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

.Marita Faizatul Ummah, S.T., Staf pada Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

.Kepala Instalasi Pengembangan Sumber Daya Air Laut

Kabupaten Pamekasan
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BUPATI LAMONGAN,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya FADELI

KEPALA-BAGIAN HUKUM,
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